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MENTER! PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 TAHUN 2024
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan
hasil guna serta kesejahteraan pegawai negeri sipil di
lingkungan Kementerian Pemberdaaan Peremuan dan
Perlindungan Anak, perlu dilakukan penyesuaian gaji
pokok pegawai negeri sipil;

b. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian
gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu memberikan delegasi
wewenang untuk penetapan penyesuaian gaji pokok
Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan  Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan  Perlindungan Anak tentang
Pendelegasian Wewenang Penetapan Penyesuaian Gaji
Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 15);

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian
Pemberdayaan Perempuan da n Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 15);

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan  Kedelapan Belas atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok Pegawai
Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan
dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan
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Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 536);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun

2024 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan  Kedelapan Belas atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok Pegawai
Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK.

Memberikan delegasi wewenang kepada Pegawai Negeri
Sipil yang menduduki jabatan Kepala Biro Sumber Daya
Manusia dan Umum untuk menetapkan penyesuaian gaji
pokok pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
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KETIGA : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada pejabat yang
berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Jguli 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1) Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K
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